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ABSTRAK 

Proses pembangunan diberbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari peran 

penting Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Perencanaan APBD 

yang efisien akan berdampak terhadap neraca keuangan suatu pemerintahan 

daerah.  Proses penyusunan APBD melibatkan banyak aktor pembuat kebijakan 

diantaranya adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota setempat.  Pada proses penyusunan APBD dapat dilihat 

kepentingan masing-masing aktor termasuk kepentingan dari para anggota DPRD 

untuk dapat merepresentasikan kepentingan politik masing-masing terutama 

representasi kepentingan konstituennya. Fenomena politik pengalokasian 

anggaran semacam ini, sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan pola 

penganggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung yang 

merupakan salah satu Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi 

Lampung.   

 

Kolaborasi antar aktor eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan 

kepentingan masing-masing berdampak pada pengalokasian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya alokasi dan distribusi anggaran 

Belanja Langsung. Alokasi dan distribusi anggaran Kabupaten Tulang Bawang 

Barat tahun 2012 masih belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan 

masyarakat, namun cenderung mengedepankan kepentingan politik.  Proses 

perumusan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penetapan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejalan dengan teori ekonomi politik, 

dimana anggota legislatif dan eksekutif dengan menggunakan modal sosial dan 

modal kekuasaannya melakukan kolaborasi tertutup untuk sama-sama 

mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun untuk kepentingan kelompoknya. 

Hal ini dipengaruhi juga oleh nilai-nilai yang dianut oleh kedua lembaga daerah 

ini dalam perumusan APBD sebagai bentuk kebijakan publik. 

 

Kata Kunci : APBD, Ekonomi-Politik 
 


